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DENGAN dis-

ahkannya Kitab

Undang-Undang

Hukum Acara Pidana

(KUHAP) baru  atau

Undang-Undang

Nomor 20 Tahun

2025 pada 2 Januari

2026, maka kita ”tu-

tup buku” KUHAP lama (UU Nomor 8

Tahun 1981).  Konsentrasi perhatian kita

ke depan adalah KUHAP Baru.

Pemahaman terhadap perubahan dari

KUHAP lama ke KUHAP Baru tetap

diperlukan guna mengetahui ketentuan

apa saja yang mengalami perubahan,

penghapusan, penambahan, maupun

penyempurnaan. Perbedaan mendasar

antara KUHAP lama dan KUHAP baru

terletak pada pergeseran paradigma, dari

yang sebelumnya menitikberatkan pada

penindakan kekuasaan negara, kini be-

ralih mengutamakan perlindungan hak

asasi manusia (HAM) dan keadilan

restoratif (restorative justice). Perubahan

besar ini menjadi tonggak sejarah refor-

masi penegakan hukum acara pidana di

Indonesia.

Perubahan kunci tersebut meliputi: 1.

Penerapan Keadilan Restoratif (Resto-

rative Justice): KUHAP baru secara resmi

mengakomodasi penyelesaian perkara di

luar pengadilan yang melibatkan korban

dan pelaku, sesuatu yang tidak diatur

dalam KUHAP lama. 2. Perlindungan

Kelompok Rentan: KUHAP baru memi-

liki pengaturan khusus yang melindungi

penyandang disabilitas, perempuan, dan

lansia. 3. Peran dan Perlindungan

Advokat: Dalam KUHAP baru, advokat

dapat mendampingi klien sejak awal pe-

meriksaan (bahkan sebelum berstatus

tersangka) dan keterangannya wajib di-

akomodasi, jauh lebih luas dibanding

KUHAP lama yang perannya lebih ter-

batas.

4.Pengaturan Syarat Penahanan yang

Objektif: KUHAP baru memperketat de-

lapan syarat penahanan secara lebih ob-

jektif, menghindari kekhawatiran subjek-

tif aparat penegak hukum yang sering ter-

jadi pada aturan lama. 5. Bukti Elektro-

nik yang Diakui Tegas: Data digital dan

rekaman elektronik sah secara hukum

untuk digunakan sebagai alat bukti

dalam proses penyidikan dan persidang-

an. 6. Larangan Penyiksaan: Terdapat

aturan tegas dan spesifik terkait larangan

penyiksaan. Selain itu, pemeriksaan wa-

jib direkam guna mencegah kekerasan se-

lama proses hukum.

Salah satu keunggulan utama KUHAP

baru adalah penguatan mekanisme per-

lindungan HAM bagi seluruh pihak

dalam proses peradilan pidana, baik ter-

sangka, terdakwa, korban, maupun saksi.

KUHAP baru membawa sejumlah pokok

pembaruan signifikan, antara lain pen-

guatan mekanisme perlindungan hak

asasi manusia bagi para pihak dalam pro-

ses peradilan pidana. Pembaruan terse-

but diharapkan mampu menjawab kom-

pleksitas praktik peradilan modern seka-

ligus mempertegas peran pengadilan se-

bagai penjaga keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan, dan keman-

faatan. Hal ini menegaskan bahwa arah

pembaruan tidak hanya berorientasi pada

efektivitas penegakan hukum, tetapi juga

pada perlindungan martabat manusia.

KUHAP baru tidak hanya menata

ulang aspek teknis hukum acara, melain-

kan juga memperkuat orientasi pada

keadilan substantif. Artinya, proses

hukum tidak lagi dipahami sekadar seba-

gai prosedur formal, tetapi sebagai sarana

untuk mencapai keadilan yang nyata dan

dirasakan. Pengadilan diharapkan memi-

liki peran lebih optimal dalam mengawal

proses peradilan sejak tahap awal, guna

memastikan setiap tindakan penegakan

hukum berjalan secara proporsional,

akuntabel, dan selaras dengan prinsip

HAM. Dengan demikian, potensi pe-

nyalahgunaan kewenangan dapat dimini-

malkan, dan kepercayaan publik terha-

dap lembaga peradilan dapat kian diting-

katkan.

Jika dicermati, ada sejum-

lah perubahan dan penyem-

purnaan penting dalam

KUHAP Baru, antara lain;

upaya paksa, penyadapan,

pemblokiran, penetapan ter-

sangka, hak perempuan, hak

orang lanjut usia, penetapan

saksi mahkota, hak tersang-

ka dan terdakwa, keadilan

restoratif, alat bukti elek-

tronik dan praperadilan di-

perluas, pertanggungjawa-

ban pidana korporasi, serta

hak untuk memperoleh pen-

dampingan advokat. Peru-

bahan dan penyempurnaan

ini merupakan suatu kenis-

cayaan setelah hak-hak indi-

vidu kian mendapat per-

lindungan hukum dan peran

penegak hukum tidak lagi

dominan sebagai penentu.

Hak-hak terduga, tersangka, dan terdak-

wa mendapat pengaturan secara propor-

sional.

Kita berharap KUHAP baru itu benar-

benar dilaksanakan secara konsisten.

Polisi, jaksa, hakim, dan advokat konsis-

ten tidak menyimpangi bunyi teks dan

substansi dari pasal demi pasal. Jika itu

terjadi, warga yang terbelit dugaan tin-

dak pidana, tidak perlu was-was atau

khawatir hak-hak hukumnya terlanggar.

Sejak awal  mereka yang diduga melaku-

kan tindak pidana sudah dapat didampi-

ngi advokat. Kewenangan advokat dalam

KUHAP baru ini diperluas dengan pen-

dampingan mulai tahap penyelidikan

sampai penyidangan terdakwa. Di ke-

polisian, kejaksaan sampai pengadilan,

tersedia mekanisme restorative justice

yang memungkinkan dihentikannya

perkara setelah terjadi kesepakatan an-

tara terdakwa dan korban. Tersedia pra-

peradilan, yang apabila dalam penyidikan

tidak terdapat dua alat bukti, maka pen-

ersangkaan dapat dibatalkan. Dalam hal

penangkapan, dua alat bukti mutlak

diperlukan. Berbeda dengan KUHAP

lama, yang hanya menyebutkan ”adanya

alat bukti yang cukup.”  Di pengadilan

terdakwa dapat mengajukan pengakuan

bersalah (plea bargaining) selama terdak-

wa mengakui perbuatannya dan mem-

berikan ganti rugi kepada korban, dapat

dipertimbangkan untuk pengurangan

tuntutan hukuman. (*)-d

*)Dr Imam Anshori SH MHum, ang-

gota DPR RI (2004-2009), Wakil Ketua

Komisi Yudisial RI (2010-2015).

Minimarket vs Kopdes Merah Putih

Dr Imam Anshori Saleh

Jampidsus teliti semua pengadaan di Badan

Gizi Nasional.

- Selidiki aktor intelektualnya.

***

Dialog di UGM ricuh, Nusron, Sudaryono,

Budiman dievakuasi.

- Tak hilangkan substansi masalah.

***

Meski butuh 700 personel, Pemda DIY tak

rekrut CPNS 2026

- Alasan klasik efisiensi anggaran.

KUHAP Baru Hilangkan Praduga Bersalah

WACANA peng-

hentian atau pemba-

tasan operasional mi-

nimarket (seperti

Alfamart dan Indo-

maret) demi mem-

perkuat Koperasi De-

sa (Kopdes) Merah

Putih memicu perde-

batan luas. Wacana ini menimbulkan

dilema antara memajukan ekonomi ker-

akyatan dan menjaga stabilitas tenaga

kerja serta persaingan usaha.

Sebagian pihak yang mendukung, bah-

wa prinsip koperasi berasaskan asas

kekeluargaan dengan hasil keun-

tungan yang dapat dinikmati lang-

sung oleh masyarakat dan anggota

desa. Perlindungan usaha kecil lokal,

dengan mencegah gerai ritel modern

berekspansi terlalu masif hingga

mematikan usaha kecil toko kelon-

tong atau warung milik warga setem-

pat.

Sementara pihak yang keberatan

penutupan ritel modern menganggap

akan kehilangan lapangan kerja,

berdampak negatif pada mitra fran-

chise lokal, pemilik lahan, hingga dis-

tributor rantai pasok. Kopdes Merah

Putih secara konsep yang menum-

buhkan ekonomi dari atas (top-down)

bahkan cenderung menimbulkan

persaingan tidak sehat tidak tumbuh

secara alami.

Dari perspektif hukum persaingan

usaha, wacana penutupan atau pem-

batasan yang ditujukan secara

khusus kepada pelaku usaha tertentu

berpotensi menghambat persaingan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, bertujuan agar setiap pelaku usa-

ha mempunyai kesempatan sama dan

berpartisipasi dalam proses produksi dan

pemasaran, dan berusaha dalam situasi

persaingan yang sehat dan wajar.

Persaingan usaha tidak sehat, bila di-

lakukan dengan cara tidak jujur atau me-

lawan hukum atau menghambat per-

saingan usaha.

Karena itu pembentukan Kopdes

Merah Putih seharusnya tidak dibangun

melalui penghilangan pesaing, melain-

kan melalui peningkatan daya saing ko-

perasi dengan memberikan kualitas

pelayanan terbaik bagi konsumen. Jika

koperasi dibangun dengan cara menutup

akses pesaing yang telah ada, berarti

akan menghambat persaingan dan terja-

di persaingan yang tidak sehat, meng-

hasilkan proteksionisme yang berpotensi

menciptakan inefisiensi pasar.

Secara ekonomi, persaingan usaha jus-

tru mendorong inovasi, efisiensi distri-

busi, dan peningkatan kualitas layanan,

serta memberi manfaat bagi konsumen

berupa harga yang lebih kompetitif, pili-

han produk yang lebih banyak dan

berkualitas, serta pelayanan terbaik.

Sebaliknya, apabila suatu pasar hanya di-

isi oleh satu jenis pelaku usaha karena

adanya kebijakan yang membatasi kom-

petitor, maka insentif untuk meningkat-

kan kualitas layanan dan efisiensi menja-

di berkurang.

Negara tetap memiliki kewenangan

mengatur zonasi, tata ruang, dan konsen-

trasi pasar guna mencegah dominasi

yang berlebihan. Dalam sebuah pene-

gakan hukum Putusan Majelis KPPU No.

03/KPPU-L-I/2001 pada 4 Juli 2001,

dalam pertimbanganya KPPU mendasar-

kan hasil penelitian bekeradaan Indo-

maret, melalui survei terhadap konsu-

men, diketahui bahwa konsumen menyu-

kai kehadiran Indomaret karena harga

yang lebih murah, pelayanan yang lebih

baik, serta tempatnya yang nyaman. Da-

lam putusannya KPPU tidak memerin-

tahkan penutupan toko-toko Indomaret,

melainkan, hanya memerintahkan agar

Indomaret tidak lagi melakukan ekspansi

usaha di daerah Jakarta, Bogor, Tange-

rang, dan Bekasi (Jabotabek) dalam

perkara berdasarkan laporan yang ber-

asal dari wilayah Jabotabek.

Koperasi dan minimarket seharusnya

tidak diposisikan sebagai lawan, na-

mun kolaborasi dapat menjadi pili-

han yang lebih produktif dan layanan

yang baik. Koperasi desa dapat

berperan sebagai pemasok produk

lokal, pusat distribusi UMKM, atau

mitra rantai pasok ritel modern.

Koperasi yang kuat lahir karena

memiliki tata kelola yang baik, profe-

sionalisme manajemen, dan kemam-

puan bersaing di pasar, bukan karena

pesaingnya disingkirkan melalui ke-

bijakan pemerintah. Perlindungan

yang berlebihan sering justru mencip-

takan ketergantungan dan meng-

hambat inovasi dan perkembangan.

Pada akhirnya, tujuan kebijakan

ekonomi bukanlah menentukan sia-

pa yang harus menang dalam pasar,

melainkan memastikan persaingan

berlangsung secara jujur, adil dan ti-

dak saling menghambat dengan

memberi manfaat sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan masyarakat. (*)-f

*)Prof Dr R Murjiyanto SH MKn

CLA, Dosen Fakultas Hukum Universitas

Janabadra.

Prof Dr R MurjiyantoAktor Intelektual Program MBG
KEJAKSAAN Agung (Kejagung)

terus mengembangkan kasus dugaan

korupsi dalam tata kelola makan

bergizi gratis (MBG). Kejagung masih

melakukan pendalaman terhadap se-

mua proyek pengadaan di Badan Gizi

Nasional (BGN), mulai dari pengada-

an motor listrik, sepatu, tablet hingga

TV. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian-

syah menduga terjadi penggelembun-

gan atau mark up terhadap pengada-

an barang tersebut. Namun sejauh ini

pihaknya baru menetapkan lima

orang tersangka, yakni mantan

Kepala BGN Dadan Hindayana, man-

tan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya

dan asistennya Asep Yusuf Soemantri

serta Komisaris PT Yasa Artha

Trimanunggal (YAT), Adri Mulyono

(KR 17/6).

Kita mengapresiasi langkah Keja-

gung yang hendak membongkar ka-

sus megakorupsi ini hingga ke akar-

akarnya. Sangat dimungkinkan dalam

pengembangkan kasus tersebut ter-

sangka akan bertambah. Kita juga

mendukung evaluasi menyeluruh ter-

hadap program MBG. Selain terkait

dugaan korupsi, juga menyangkut

apakah program unggulan ini telah

tepat sasaran. Diharapkan pemerin-

tah membuka diri terhadap masukan

demi perbaikan program ke depan.

Berkenaan dugaan mark up penga-

daan barang, Kejagung telah meng-

gandeng Badan Pengawasan Ke-

uangan dan Pembangunan (BPKP)

untuk menilai kewajaran-kewajaran

dalam pengadaan barang. Sejauh ini

Kejagung baru menyentuh sebagian

pengadaan barang, belum sampai

menyeluruh, sehingga dimungkinkan

tersangka masih akan bertambah. Ini

mengingat pola yang sama dalam

penggelembungan harga dan penen-

tuan pemenang tender. Dalam kasus

ini Kejagung juga telah mengidenti-

fikasi dua klaster yang diduga

bermasalah, yakni klaster jual beli titik

dapur/SPPG dan klaster pengadaan

barang dan jasa.

Kita sangat yakin, satu klaster saja

bisa melibatkan banyak pihak, apalagi

dengan nilai yang sangat besar hing-

ga triliunan rupiah. Hemat kita, pene-

tapan lima tersangka oleh Kejagung,

belum menggambarkan keseluruhan

jaringan yang terlibat. Kita sangat

yakin banyak pihak terlibat dalam

kongkalikong program tersebut.

Penyidik dapat menelusuri mulai dari

siapa yang merencanakan, siapa

yang menyetujui anggaran, siapa

yang memperoleh keuntungan dan

siapa yang menikmati hasil korupsi.

Dengan kata lain, konstruksi

perkara yang diungkap Kejagung, pe-

nyimpangan tidak hanya terjadi pada

satu transaksi tunggal, melainkan pa-

da tata kelola program secara keselu-

ruhan. Biasanya, dalam pengungka-

pan kasus korupsi, semakin besar ke-

rugian negara dan semakin luas

jaringan pelaku, jumlah tersangka ju-

ga akan bertambah seiring per-

kembangan penyidikan. Bukan tidak

mungkin hal ini juga terjadi pada ka-

sus karupsi di BGN.

Hemat kita, korupsi pada program

MBG memiliki dampak sangat luas,

karena menyangkut hak anak untuk

memperoleh gizi yang layak. Setiap

rupiah yang dikorupsi berpotensi me-

ngurangi manfaat yang seharusnya

diterima masyarakat. Kita berharap

Kejagung berani mengusut perkara ini

sampai kepada aktor intelektual dan

pihak yang paling diuntungkan, bukan

hanya menyasar pelaksana teknis di

lapangan.

Kita juga sepakat ini bukan korupsi

biasa, melainkan pengkhianatan ter-

hadap tujuan program yang dirancang

untuk meningkatkan kualitas sumber

daya masyarakat Indonesia. Kerugian

yang ditimbulkan tidak hanya berupa

uang negara, tetapi juga hilangnya ke-

percayaan publik terhadap program

strategis pemerintah. ❑ - f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

lampirkan fotocopy identitas dan foto

diri. Terimakasih. 
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